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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana perjanjian kredit bank 
yang memuat klausula baku dan bagaimana 
perlindungan konsumen nasabah bank atau 
debitur dalam perjanjian kredit bank yang 
memuat klausula baku. Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan para 
pihak antara bank dan nasabah dalam 
perjanjian kredit bank yang menggunakan 
klausula baku nasabah hanya dalam posisi 
menerima atau menolak perjanjian tersebut 
sehingga nasabah berada pada posisi yang tidak 
setara. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
perjanjian baku bertentangan baik dengan 
asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1338 
KUHPerdata). Keberadaan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen maka bank dalam menentukan 
perjanjian kredit yang berbentuk klausula baku 
harus berdasarkan dan tidak bertentangan 
dengan undang-undang tersebut. 2. Adanya 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen telah menjadikan 
kepastian hukum untuk melindungi hak-hak 
nasabah sebagai konsumen, melalui Undang-
Undang tentang Perlindungan Konsumen 
membatasi pelaku usaha dalam pencantuman 
klausula baku yang mengarah kepada klausula 
eksonerasi, yaitu klausul yang mengandung 
kondisi membatasi atau bahkan menghapus 
tanggung jawab yang semestinya.  
Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Nasabah 




A. Latar Belakang 
Pemberian kredit adalah merupakan 
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pelayanan yang nyata dari bank dalam 
kehidupan serta pengembangan perekonomian 
di Indonesia. Pada pasal 1 angka 11 dalam 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas 
perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tentang 
Perbankan menyebutkan bahwa Kredit adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam-
memintam antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga.5  
Dalam pelaksanaan pemberian kredit 
tersebut, tentunya para pihak perlu mentaati 
suatu perjanjian kredit yang berbentuk klausula 
baku yang telah dibuat oleh pihak bank itu 
sendiri. Perjanjian pada dasarnya dibuat 
berdasarkan kebebasan berkontrak. Setiap 
orang diberi kebebasan berkontrak untuk 
membuat perjanjian baik dari segi bentuk 
maupun muatan. Kebebasan berkontrak dapat 
disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerdata yang menyebutkan, bahwa semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya.6 
Pasal 1 angka 10 dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa 
klausula baku adalah setiap aturan atau 
ketentuan dan syarat-syarat yang telah 
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu 
secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau 
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi 
oleh konsumen.7 
Perjanjian kredit bank dalam kegiatan 
perbankan merupakan perjanjian standar yang 
sudah dibuat oleh pihak bank walaupun pada 
dasarnya tidak setara bagi pihak debitur atau 
konsumen. maka perlu pemahaman yang 
mendalam terhadap pentingnya klausula buku 
dalam perjanjian kredit bank. Dalam perjanjian 
kredit sudah menjadi hal yang lumrah jika 
perjanjiannya memuat klausula baku atau 
perjanjiannya berbentuk perjanjian 
baku,dengan hal tersebut dapat memudahkan 
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pada saat penandatanganan perjanjian kredit, 
sehingga bank akan memperoleh efisiensi 
dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. 
Pembakuan perjanjian kredit bagi para 
pengusaha merupakan cara mencapai tujuan 
ekonomi, efisien, praktis, dan cepat, namun 
bagi konsumen justru merupakan pilihan yang 
tidak menguntungkan yaitu hanya dihadapkan 
pada satu pilihan menerima atau menolak. 
Perjanjian baku adalah suatu wujud dari 
kebebasan individu pengusaha menyatakan 
kehendak dalam menjalankan perusahaan, 
setiap individu bebas berjuang untuk mencapai 
tujuan ekonominya walaupun mungkin akan 
merugikan pihak yang lain.8 
Perjanjian baku merupakan perjanjian 
paksa, karena konsumen untuk memperoleh 
barang atau jasa yang dibutuhkan hanya 
mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau 
menolak perjanjian baku tersebut. Meskipun 
Uundang-undang Perlindungan Konsumen, 
telah mengatur beberapa larangan dalam 
pencantuman klausula baku pada setiap 
dokumen atau perjanjian yang dapat merugikan 
konsumen, namun dalam kenyataannya masih 
sering dijumpai adanya pencantuman klausula 
baku yang tidak sejalan dengan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, Berdasarkan 
hal tersebut, maka diperlukan suatu 
perlindungan hukum bagi pihak yang posisi 
tawarnya lemah, agar tidak terjerumus pada 
keterpaksaan menerima perjanjian yang dibuat 
oleh yang posisi tawarnya lebih dominan. 
Konsumen perlu mendapatkan perlindungan 
hukum yang dapat memberikan kepastian 
hukum terhadap segala kebutuhan konsumen 
serta mempertahankan atau membela hak-
haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku 
usaha. Perlindungan hukum berkaitan dengan 
bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu 
mengatur hak-hak terhadap subyek hukum, 
selain itu juga berkaitan dengan bagaimana 
hukum memberikan keadilan terhadap subyek 
hukum yang dilanggar haknya.9 
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian mengenai 
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B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimanakah perjanjian kredit bank 
yang memuat klausula baku? 
2. Bagaimanakah perlindungan 
konsumen nasabah bank atau debitur 
dalam perjanjian kredit bank yang 
memuat klausula baku? 
 
C. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 
biasa disebut penelitian yuridis normatif.  
Penelitian yuridis normatif ini mengacu kepada 
norma-norma hukum yang terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan. Pendekatan 
penelitian undang-undang dan regulasi yang 
berhubungan dengan isu hukum yang sedang di 
tangani.  Melalui proses penelitian tersebut 
diadakan Analisa dan konstruksi terhadap data 
yang telah di kumpulkan. 
 
PEMBAHASAN 
A. Perjanjian Kredit Bank yang Memuat 
Klausula Baku 
Jika syarat-syarat sahnya perjanjian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 
KUHPerdata sudah dipenuhi, maka berdasarkan 
pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian telah 
mempunyai kekuatan hukum yang sama 
dengan kekuatan suatu Undang-Undang.10 
Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 
Tahun 1992 tentang perbankan, ditentukan 
bahwa kredit diberikan berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lain, 
namun Undang-Undang tersebut tidak 
menentukan lebih lanjut mengenai bagaimana 
bentuk persetujuan pinjam-meminjam 
tersebut.  
Pengertian tentang perjanjian kredit belum 
dirumuskan, oleh karenanya perlu untuk 
memahami pengertian perjanjian kredit yang 
diutarakan oleh para pakar hukum antara lain: 
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Marhainis Abdul Hay mengemukakan bahwa 
perjanjian kredit adalah identik dengan 
perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh 
ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH Perdata.11 
Didalam praktik perbankan setiap bank telah 
menyediakan blanko (formulir) perjanjian 
kredit yang isinya telah dipersiapkan terlebih 
dahulu (standard contract). Formulir ini 
disodorkan isinya kepada setiap pemohon 
kredit yang isinya tidak diperbincangkan 
terlebih dahulu dengan pemohon. Pemohon 
hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat 
menerima apakah dapat menerima syarat 
syarat yang di dalam formulir tersebut atau 
tidak. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh 
Bank Indonesia kepada masing-masing bank 
untuk menetapkannya, namun sekurang-
kurangnya harus memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut:12 
a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan 
hukum yang dapat melindungi 
kepentingan bank; 
b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara 
pembayaran kembali kredit serta 
persyaratan-persyaratan kredit lainnya 
sebagaimana ditetapkan dalam 
keputusan persetujuan kredit dimaksud. 
Perjanjian kredit bank berasaskan 
konsensualisme, artinya mengikat setelah ada 
kesepakatan dari pihak yang melakukan 
perjanjian. Dengan demikian, perjanjian kredit 
ini tunduk pada Buku III KUH Perdata juga 
ketentuan UU Perbankan. Volmar 
mengemukakan bahwa Undang-undang 
membedakan perjanjian menjadi dua, yaitu 
perjanjian bernama tertentu, dan perjanjian 
yang tidak mempunyai nama tertentu. 
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang 
ditentukan Undang-undang secara khusus, 
terdapat antara lain dalam Bab V sampai Bab 
XVIII Buku III KUH Perdata.13  
Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen membatasi pelaku usaha dalam 
pencantuman klausula baku yang mengarah 
kepada klausula eksonerasi. Artinya, klausula 
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baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh 
pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh 
mengarah pada klausula eksonerasi. 
klausula eksonerasi atau klausula eksemsi 
dapat berwujud, antara lain yaitu:14 
a. Pembebasan dari tanggung jawab yang 
harus dilaksanakan oleh pihak yang lebih 
kuat kedudukan atau posisi tawar-
menawarnya, jika terjadi ingkar janji 
(wanprestasi);  
b. Pembatasan jumlah dan cara ganti rugi 
yang dapat dituntut oleh satu pihak yang 
lebih lemah kedudukan atau posisi 
tawar-menawarnya; 
c. Pembatasan waktu bagi pihak yang lebih 
lemah kedudukan atau posisi tawar-
menawarnya, untuk dapat mengajukan 
gugatan atau menuntut ganti rugi. 
Hal penting yang harus diketahui bahwa 
dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata 
menyatakan bahwa: “Perjanjian harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik”. Artinya 
bahwa para pihak dalam perjanjian harus 
melaksanakan substansi kontrak berdasarkan 
kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau 
kemauan baik dari para pihak itu sendiri. asas 
iktikad baik bukan hanya asas yang perlu 
diperhatikan dalam pelaksanaan suatu 
perjanjian saja melainkan dalam pembuatan 
suatu perjanjian itu sendiri. sehingga, para 
pihak tidak hanya terikat dengan kata-kata yang 
termuat dalam perjanjian itu tetapi juga terikat 
oleh asas iktikad baik 
perjanjian baku adalah perjanjian yang 
mengikat para pihak yang menandatanganinya, 
walaupun harus diakui bahwa klausula yang 
terdapat dalam perjanjian baku banyak 
mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak 
perancang perjanjian baku kepada pihak 
lawannya, namun setiap kerugian yang timbul 
dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh 
para pihak yang harus bertanggung gugat 
berdasarkan klausula perjanjian tersebut, 
kecuali jika klausula tersebut merupakan 
klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen.15 
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B. Perlindungan Konsumen Nasabah Bank 
atau Debitur Dalam Perjanjian Kredit 
Bank yang Memuat Klausula Baku 
Perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) 
dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan 
ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen terletak pada adanya kewajiban bagi 
pihak bank untuk mengindahkan tata cara 
pembuatan klausula baku baik bentuk maupun 
substansinya dalam hal pembuatan perjanjian 
kredit/pembiayaan untuk melindungi 
kepentingan-kepentingan debitur (nasabah). 
Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, dalam 
suatu perjanjian maka para pihak harus 
mempunyai kedudukan-kedudukan yang 
seimbang/setara, hal ini dikarenakan bahwa 
dalam setiap perikatan perjanjian yang dibuat 
secara sah dan berlaku terhadap bagi mereka-
mereka yang menghendakinya yang mana 
sebelumnya mereka bersepakat untuk 
memenuhi masing-masing hak dan 
kewajibannya yang telah diatur Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. 
Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak 
bank secara sepihak tersebut cenderung kurang 
mencerminkan asas keseimbangan. Asas 
keseimbangan atau asas proposionalitas ialah 
asas yang menghendaki kedua pihak memenuhi 
dan melaksanakan perjanjian itu. Asas 
proposionalitas ini merupakan kelanjutan dari 
asas persamaan.  
Kreditur mempunyai kekuatan untuk 
menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat 
menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan 
debitur, namun kreditur memikul pula beban 
untuk melaksanakan perjanjian itu dengan 
itikad baik. Dapat dihat di sini bahwa 
kedudukan kreditur yang kuat diimbangi 
dengan kewajibannya untuk memperhatikan 
itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan 
debitur seimbang. 
Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan 
hukum bagi nasabah atau debitur, yaitu 
perlindungan hukum preventif dan 
perlindungan hukum represif. Perlindungan 
hukum bagi nasabah kredit perbankan dari 
penyalahgunaan keadaaan dalam perjanjian 
baku yang berbentuk preventif dalam Undang-
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Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 
18 Ayat (1) Huruf g dan huruf h, yang mengatur 
pembatasan penggunaan klausul baku dalam 
perjanjian kredit.  
Regulasi tersebut bertujuan untuk 
mencegah terjadinya pemasalahan yang terkait 
dengan perjanjian kredit. Sedangkan 
perlindungan hukum bagi nasabah kredit 
perbankan dari penyalahgunaan keadaaan 
dalam perjanjian baku yang berbentuk represif 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen terdapat 
dalam Pasal 18 Ayat (3 dan 4), dan Pasal 62 
Ayat (1). Penyelesaian sengketa yang timbul 
dalam hal ini dapat diselesaikan melalui 
penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi 
yang merupakan penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan dan penyelesaian sengketa 
konsumen secara non litigasi yang merupakan 
penyelesaian  
Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen telah 
menjadikan kepastian hukum untuk melindungi 
hak-hak nasabah sebagai konsumen, melalui 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen telah memberikan 
harapan agar bank sebagai pelaku usaha tidak 
bertindak sewenang-wenang yang selalu 
merugikan hak-hak nasabahnya. 
Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta 
perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki 
hak dan posisi yang berimbang, dan nasabah 
maupun bank bisa menggugat atau menuntut 
jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau 
dilanggar oleh pelaku usaha. 
Upaya perlindungan nasabah sebagai selaku 
konsumen pengguna jasa kredit bank, bahwa 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 
menyatakan ada 5 (lima) asas perlindungan 
terhadap konsumen, yaitu:  
1. Asas manfaat  
Maksud dari asas ini adalah untuk 
mengamanatkan bahwa segala upaya 
dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen harus memberikanmanfaat 
sebesar-besarnya bagi kepentingan 
konsumen dan pelaku usaha secara 
keseluruhan.  
2. Asas keadilan 
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Asas ini dimaksudkan agar partisipasi 
seluruh rakyat bisa diwujudkan secara 
maksimal dan memberikan kesempatan 
kepada konsumen dan pelaku usaha 
untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara 
adil.  
3. Asas keseimbangan  
Asas ini dimaksudkan untuk 
memberikan keseimbangan antara 
kepentingan konsumen, pelaku usaha, 
dan pemerintah dalam arti material 
atau spiritual.  
4. Asas keamanan dan keselamatan 
konsumen  
Asas ini dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan 
dan keselamatan kepada konsumen 
dalam penggunaan, pemakaian, dan 
pemanfaatan, barang/jasa yang 
dikonsumsi atau digunakan.  
5. Asas kepastiaan hukum  
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku 
usaha maupun konsumen menaati 
hukum dan memperoleh keadilan 
dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen, serta negara menjamin 
kepastian hukum.16 
Dalam praktek perbankan, secara yuridis 
ada 2 jenis standart contract yang selalu 
digunakan bank dalam memberikan kreditnya, 
yaitu: 
1. Perjanjian kredit dengan akta di bawah 
tangan, yaitu perjanjian pemberian 
kredit yang klausula-klausulanya telah 
dibuat sendiri oleh pihak bank, 
kemudian disodorkan kepada debitur. 
Penandatanganan perjanjian tersebut 
dilakukan oleh mereka sendiri, tanpa 
adanya notaris.   
2. Perjanjian kredit dengan akta otentik, 
yaitu perjanjian pemberian kredit oleh 
bank pada debitur yang dibuat dengan 
akta notaris. Namun tetap saja bahwa 
klausula-klausula yang dicantumkan 
dalam akta notaris tersebut 
berpedoman pada klausula-klausula 
perjanjian kredit yang dibuat oleh 
bank.17 
                           
16
 Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan,( 
Jakarta :Visimedia , 2008) hal.28  
17
 Budi Untung, “Kredit Perbankan di Indonesia”, 
perlindungan hukum bagi nasabah selaku 
debitur di bidang perbankan menjadi sangat 
penting karena perjanjian kredit yang dibuat 
menggunakan bentuk perjanjian baku yang 
tidak mungkin dilakukan negosiasi antara 
debitur dengan pihak bank. Para debitur 
terpaksa harus menandatangani perjanjian 
kredit karena kebutuhan akan dana yang 
bersumber dari kredit tersebut. Namun 
seringkali pihak bank justru memanfaatkan 
keadaan ini untuk menekan debitur dengan 
membuat perjanjian baku yang mengandung 
klausula-klausula yang memberatkan debitur 
yang disebut klausula eksonerasi, dimana hal ini 
jelas dilarang oleh Undang-Undang 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 
19 juga mengatur tentang tanggung jawab 
pelaku usaha, yang berbunyi sebagai berikut:  
1) Pelaku usaha bertanggung jawab 
memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian 
konsumen akibat mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa yang dihasilkan 
atau diperdagangkan;  
2)  Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa pengembalian 
uang atau penggantian barang 
dan/atau jasa yang sejenis atau setara 
nilainya, atau perawatan kesehatan 
dan/atau pemberian santunan yang 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;  
3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan 
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 
setelah tanggal transaksi;  
4) Pemberian ganti rugi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak 
menghapuskan kemungkinan adanya 
tuntutan pidana berdasarkan 
pembuktian lebih lanjut mengenai 
adanya unsur kesalahan;  
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila 
pelaku usaha dapat membuktikan 
bahwa kesalahan tersebut merupakan 
kesalahan konsumen. 
Ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang  diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak 
                                        
(Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000) h.14 
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sebagaimana mestinya. Hak tersebut sesuai 
dengan tanggung jawab pelaku usaha 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) 
dimana pelaku usaha bertanggung jawab 
memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen 
akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa 
yang dihasilkan atau diperdagangkan.  
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
bahwa hak-hak konsumen adalah sebagai 
berikut: 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan dalam mengonsumsi 
barang/jasa. 
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan 
barang/jasa sesuai dengan nilai tukar 
dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan.  
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, 
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang/jasa.  
4. Hak untuk didengar pendapat dan 
keluhannya atas barang/jasa yang 
digunakanya.  
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, 
perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen 
secara patut.  
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan 
pendidikan konsumen. 
7.  Hak untuk diperlakukan atau dilayani 
secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif. 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, 
ganti rugi, atau penggantian, jika 
barang/jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya.  
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan 
peratura perundang-undangan lainnya. 
Hak-hak tersebut sangat berguna bagi 
nasabah/konsumen agar selalu berhati-hati 
dalam melakukan melaksanakan perjanjian 
kredit bank. Dengan cara seperti itu, setidaknya 
konsumen dapat terlindungi dari kemungkinan-
kemungkinan masalah yang bakal menimpanya. 
Jika asas kebebasan berkontrak ingin 
ditegakkan, dan kepentingan dunia perbankan 
tidak pula dirugikan, satu-satunya cara adalah 
dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam 
membuat klausula baku. Tentu saja hal ini tidak 
akan mudah dilakukan. Karena, kebutuhan 
masyarakat yang berjalan ke arah yang 
berlawanan dengan hukum. Juga pada 
kenyataannya, dalam praktek di dunia 
perbankan, pembuatan perjanjian baku ini 
sudah berada pada posisi yang tak tergoyahkan 
dan memegang peranan penting sebagai 
perjanjian yang efisien. Untuk mewujudkannya, 
harus ada campur tangan dari pihak yang lebih 
berwenang yakni pemerintah. 
Pada dasarnya dalam Undang-Undang 
tentang Perlindungan Konsumen tidak 
melarang pelaku usaha untuk membuat 
perjanjian baku yang memuat klausula baku 
atas setiap dokumen dan/atau perjanjian  
transaksi usaha perdagangan barang dan/ atau 
jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku 
dan/atau klausula baku tersebut tidak 
mencantumkan ketentuan sebagaimana yang 
dilarang dalam pasal 18 ayat (1), serta tidak  
“berbentuk” sebagaiman dilarang dalam Pasal  
18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen.Seperti 
yang disebutkan sebelumnya mengenai 
klausula eksornasi yaitu klausul yang 
mengandung kondisi membatasi atau bahkan 





1. Kedudukan para pihak antara bank dan 
nasabah dalam perjanjian kredit bank 
yang menggunakan klausula baku 
nasabah hanya dalam posisi menerima 
atau menolak perjanjian tersebut 
sehingga nasabah berada pada posisi 
yang tidak setara. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa perjanjian baku 
bertentangan baik dengan asas-asas 
hukum perjanjian (Pasal 1338 
KUHPerdata). Oleh karena itu, dengan 
keberadaan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen maka bank dalam 
menentukan perjanjian kredit yang 
berbentuk klausula baku harus 
berdasarkan dan tidak bertentangan 
dengan undang-undang tersebut.  
2. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen 
telah menjadikan kepastian hukum untuk 
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melindungi hak-hak nasabah sebagai 
konsumen, melalui Undang-Undang 
tentang Perlindungan Konsumen 
membatasi pelaku usaha dalam 
pencantuman klausula baku yang 
mengarah kepada klausula eksonerasi, 
yaitu klausul yang mengandung kondisi 
membatasi atau bahkan menghapus 
tanggung jawab yang semestinya. 
Sehingga Undang-Undang tentang 
Perlindungan Konsumen telah 
memberikan harapan agar bank sebagai 
pelaku usaha tidak bertindak sewenang-




1. Memilih lembaga Keuangan yang aman 
dan terjamin, serta memiliki reputasi 
yang baik dan sudah beroperasi cukup 
lama. Juga mengetahui seluruh 
informasi mengenai lembaga keuangan 
yang akan di pilih, lengkap dengan 
syarat dan ketentuan dari jenis 
pinjamannya. 
2. Memahami secara komprehensif apa 
yang terdapat pada perjanjian kredit, 
sebelum anda menandatanganinya. 
Mencarilah informasi suku bunga dari 
berbagai lembaga keuangan. Hal ini 
berguna untuk mengantisipasi kerugian, 
karena terdapat beberapa lembaga 
keuangan yang menetapkan suku bunga 
tidak sesuai dengan ketentuan 
pemerintah, Sehingga tidak tertipu dan 
dirugikan setelah menyepakati Syarat 
dan Ketentuan yang berlaku. 
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